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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas SIPRAJA di Kelurahan Porong Kecamatan

Porong Kabupaten Sidoarjo.serta mendiskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung terkait program

SIPRAJA di Kelurahan Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.Metode penelitian yang dipergunakan yaitu

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara,

observasi, dan dokumentasi dengan satu key informan dan tiga informan yaitu kepala desa, staff operasional SIPRAJA dan

masyrakat pengguna. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan pengumpulan data, reduksi data,penyajian data dan

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan SIPRAJA di Kelurahan Porong

Kabupaten Sidoarjo di nilai dari beberapa indikator yaitu : (1) Pelaksaanaan SIPRAJA memiliki dasar acuan berupa Renstra

dan SOP SIPRAJA, (2) Kejelasan dan strategi pencapaian tujuan dalah peningkatan kualitas pelayanan publik, (3) Analisis

dan rumusan kebijakan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengaplikasian layanan SIPRAJA di semua

bentuk layanan public, (4) Perencanaan dan pelayanan telah direncanakan dengan matang sesuai dengan SOP SIPRAJA, (5)

Penyusunan program sesuai dengan SOP SIPRAJA, (6) Sarana dan prasarana telah sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan

(7) Pelayanan public dengan menggunakan SIPRAJA telah berjalan efektif sesuai dengan rencana, (8) Sistem pengawasan

dan pelaksaan dilakukan langsung oleh Lurah Porong.
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Kegiatan administrasi publik sebelumnya, seringkali terjadi mal-administrasi, dimana kondisi ini seringkali membuat

masyarakat terbebani karena masalah masalah kepengurusan administrasi, diantaranya karena penundaan layanan yang

berlarut-larut , yang menempati urutan pertama, yaitu 84 kasus atau 24%. Selanjutnya, laporan tidak memberikan layanan 75

kasus atau 22%, penyimpangan prosedur 25 kasus atau 7%, serta penyalahgunaan wewenang dengan 62 kasus atau 18%,

kemudian tidak kompeten 65 kasus, pungli 20 kasus, 6 laporan diskriminasi, 3 laporan perilaku tidak patut dan 4 laporan

terkait dengan konflik kepentingan.

Menyikapi perubahan tersebut, maka pemerintah Kota Sidoarjo kemudian melakukan terobosan dengan menggunakan sistem

online SIPRAJA. SIPRAJA merupakan terobosan terbaik Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sehingga masyarakat dapat

dipermudahkan mengurus pelayanan dirumah selama pandemi ataupun seterusnya.Inovasi tersebut diterbitkan oleh Bupati

Sidoarjo Bapak Saiful Ilah pada tahun 2019 dan dipergunakan hingga saat ini.

Namun keberadaan aplikasi SIPRAJA ini tentunya bukan tanpa kendala dan hambatan sama sekali. Minimnya

sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat, kendala tekhnis alat, kendala error program, SDM-nya dll Dari situasi

ini menunjukkan gap permasalahan dimana kendati sudah dilakukan oleh sosialisasi tapi kultur masyrakat kita yang cenderung

abai dan gagap terhadap tekhnologi membuat tekhnologi tersebut mengalami kegagalan dalam fungsi dan kemanfaatannya.

Dikaitkan dengan inovasi pelayanan SIPRAJA, peneliti menilai sangat menarik untuk dipelajari karena setiap daerah

Desa/Kelurahan di Sidoarjo di tuntut untuk menggunakan pelayanan berbasis elektronik melalui Aplikasi SIPRAJA tersebut.
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1. Bagaimana efektivitas Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Kelurahan Porong Kabupaten

Sidoarjo?

2. Apa sajakah faktor kendala efektivitas program SIPRAJA di Kelurahan Porong Kabupaten Sidoarjo ?
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 Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut

Sugiyono (2018, hlm. 213) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada post positivisme, yang digunakan

untuk meneliti pada kondisi ilmiah di mana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dan di

analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang

berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

 Berdasarkan uraian diatas penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik dalam penentuan

sampel. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan yaitu purposive sampling, adapun

informan tersebut meliputi Kepala Desa dan Staff operasional SIPRJA kelurahan Porong selaku key informan,

Jenis data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data melalui

observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan metode

analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

 Jenis data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data melalui

observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan metode

analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
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A.Efektivitas Sistem SIPRJA di Kelurahan Porong Kabupaten Sidoarjo

1.Kejelasan Tujuan Yang Hendak Dicapai

Pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Porong sudah memiliki dasar acuan yaitu Rencana Strategis serta adanya SOP SIPRAJA

acuan untuk melaksanakan pelayanan publik yang tertuang pada SE Bupati Nomor 180/SE/9090/438.1.1.1/2019 tentang

penggunanaan aplikasi SIPRAJA di seluruh Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Hal tersebut terjadi untuk memudahkan masyarakat

ketika hendak mengurus surat menyurat karena tidak harus datang ke kantor desa/kelurahan.

2.Kejelasan Strategi Pencapaian

. Agar tercapainya pelayanan yang maksimal, Sipraja di desain sebagai pelayanan One stop service application untuk hal-hal terkait

dengan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap penerbitan dokumen

dilakukan secara terpadu seperti yg selama ini dibutuhkan masyarakat. Maka sesuai dengan teori milik Sondang Siagian pada poin

kejelasan strategi dimana pihak kelurahan telah melakukan pelayanan sesuai SOP SIPRAJA, maka diketahui bahwa strategi adalah

"pada jalan" Yang di ikuti dengan melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran -sasaran yang ditentukan, dengan itu kelurahan

porong telah melakukan berbagai upaya strategi mulai dari memaksimalkan pelayanan hingga sosialisasi ke rt/rw dan masyarakat

melalui setiap adanya kegiatan atau rapat di kelurahan.
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3.Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan

Kebijakan SIPRAJA sudah mampu menjembatani tujuan tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. Dan

hal ini sejalan dengan bahwa guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, Kelurahan

Porong telah menyusun renstra dan SOP pelayanan publik yang didasari Peraturan Walikota Sidoarjo Nomor 90 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Sidoarjo.

Karena pada dasarnya pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

4.Perencanaan Yang Matang

Pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kelurahan Porong dilakukan sesuai dengan standar operasional yang tersedia. Maka

dari itu pelayanan pada Kantor Kelurahan Porong dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut dilatar belakangi

karena masyarakat selalu menginginkan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif dan efisien, serta sederhana,

transparan dan terbuka, juga tepat waktu dan responsive, dengan demikian Pemerintah mengambil langkah inovasi di dalam

mewujudkan pelayanan publik yang baik, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal dengan istilah e-

Government.
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5.Penyusunan Yang Tepat

Pengimplementasian SIPRAJA ini sudah berupaya dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Kelurahan Porong. Antara lain

dengan cara menyiapkan segala hal berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, organisasi yang terstruktur dan

melakukan sosialisasi di lapangan. Sumber daya manusia merupakan salah satu penggerak atau pelaksana sebuah kebijakan.

Dari mulai implementasi serta sosialisasi mengenai Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA), masyarakat selalu

dilibatkan oleh pemerintah desa. Terbukti dengan respon yang baik dari masyarakat mengenai implementasi SIPRAJA di

Kelurahan Porong. Walaupun ada beberapa masyarakat yang kurang paham, mereka tidak segan-segan datang ke kantor desa

untuk menanyakan perihal menggunakan aplikasi SIPRAJA.

6.Tersedianya Sarana Dan Prasaran Kerja

Sarana dan prasarana pada Kantor Kelurahan Porong sudah mencukupi untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik

kepada masyarakat, seperti halnya komputer, wifi, printer, dan lain lain.
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7.Pelaksanaan Yang Efektif dan Efisien

Pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kelurahan Porong sudah cukup baik, karena aplikasi dapat di akses dimana saja dan

setelah berkas jadi maayarakat bisa melakukan print out sendiri atau bisa dilakukan di kelurahan. Selain itu jika terjadi

kendala pihak kelurahan juga segera melakukan tindakan seperti halnya menyediakan layanan manual jika terjadi aplikasi

yang eror dan membantu masyarakat jika mengalami kendala dalam mengakses SIPRAJA.

8.Sistem Pengawasan dan Pengendalian Yang Bersifat Mendidik

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan publik oleh Kantor Kelurahan Porong dilakukan sendiri oleh Lurah

Porong, serta juga dilakukan masyarakat selaku penerima pelayanan SIPRAJA sebaik-baiknya. Karena Kelurahan merupakan

instansi yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat.
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B.Faktor Kendala Efektivitas Program SIPRAJA di Kelurahan Porong

1. Minimnya Sosialisasi

Sosialisasi dan komunikasi kurang maksimal dari pemerintah desa yang membuat masyarakat keluarahan Porong kurang

memahami informasi terkait program aplikasi SIPRAJA. Dalam hal sosialisasi sangat penting yang harus dilakukan oleh

Desa/Kelurahan agar memberi harapan masyarakat untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik. Dengan adanya

kegiatan sosialisasi tersebut pemerintah desa/ Kelurahan berharap masyarakat paham dan mengerti bahwa pentingnya

SIPRAJA untuk peningkatan kualitas pelayanan public di kelurahan Porong demi tercapainya kesejahteraan masyarakat,

namun dalam implementasiannya masyarakat sering abai jika belum ada keperluan untuk pengurusan administrasi

kependudukan, selain itu juga ada beberapa masyarakat yang berusia lanjut tidak memahami adanya teknologi.
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dihasilkan beberapa kesimpulan:

1. Kejelasan dari Tujuan yang Ingin Dicapai Pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Porong sudah memiliki dasar acuan yaitu Rencana Strategis

serta adanya SOP SIPRAJA yang menjadi acuan untuk melaksanakan pelayanan publik.

2. Kejelasan dari Strategi Pencapaian Tujuan sudah sesuai dengan Renstra dan SOP SIPRAJA pelayanan publik yang didasari Peraturan Walikota

Sidoarjo Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan

3. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan Pelaksanaan dalam pelayanan publik kepada masyarakat dalam menggunakan aplikasi SIPRAJA, telah

sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yg ditetapkan

4. Perencanaan Matang Pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kelurahan Porong dilakukan sesuai dengan standar operasional yang tersedia.

5. Penyusunan Program Kantor Kelurahan Porong telah memiliki program SOP yang digunakan dalam melakukan penerapan aplikasi SIPRAJA guna

mendukung pelayanan publik di kelurahan Porong ;

6. Tersedianya Sarana dan Prasarana pada Kantor Kelurahan Porong sudah mencukupi untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik dalam

penerapan aplikasi SIPRAJA

7. Efektivitas Pelayanan Pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kelurahan Porong sudah cukup baik, serta juga minimnya komplain dari masyarakat.

8. Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan publik oleh Kantor Kelurahan Porong dilakukan sendiri

oleh Lurah Porong
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